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ABSTRAK

Sebelum bank menvetujui dan mencairkan kredit kepada debitur, terlebih
dahulu bank harus membuat suatu perjanjian kredit, Apar bank tidak menderita
kerugian, maka disamping perjanjian kredit, bank juga akan membuat perjanjian
pengikatan jaminan dengan hak tanggungan. Sehingea apabila debitur tidak
mampu melunasi hutangnva, sesuai dengan perjanjian. kreditur bisa melelang
barang jaminan yvang telah ditkat sebagai jaminan tersebuet untuk pelunasan utang
debitur. Pengikatan jaminan hak tanggungan dapat dilakukan dengan cara APHT.
Dalam setiap pemberian kredit akan menimbulkan resiko vang ditanggung olch
kreditur, maka wntuk mengatasinva dibutubkan suatu jaminan,. Tanah dapat
dijadikan jaminan hutang yang dibebani dengan hak tanggungan. Permasalahan
penelitian terdiri atas : bagaimana pelaksanaan pemberian kredit dengan jaminan
hak tanggungan, kendala-kendala vang dihadapi dalam pengikatan jaminan kredil
dengan hak tanggungan dan pelaksapaan eksekusi atas barang jaminan hak
tanggungan terhadap debitur yang cidera janji. Jenis penclitian vang digunakan
adalah metode vuridis sosiologis yaitu penelitian vang menitik beratkan pada
penelitian difapangan vaitu pada kantor Bank Magari BPD Sumatera Barat Cabang
Utama Padang dan KPENL Padang untuk mendapatkan data primer. Tekhnik dan
alat pepgumpulan data adalah studs dekumen dan wawancara, data vang diperoleh
baik data primer maupun data sckunder dianalisis dengan menggunakan metode
kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian yang
penulis lakukan di Bank Nagan BPD Sumatera Barat Cabang Utamn Padang dan
KPKENL Padang diperoleh kesimpulan sebagai berikut bahwa  pelaksanaan
perjanjian pemberian kredit dengan jaminan hak tangounzan dilakukan melalu
tiga tahap yaitu tahap perjanjian pemberian kredit, tahap pembuatan APHT dan
tahap pendaftaran hak tanggungan. Rendala-kendizly vang dihadap  dalam
pengikatan jaminan kredit dengan hak tanggunean dan selust erhadap kendala-
kendala tersebut adalah mengenal pengikatan faminan dengan SKMHT dalam
penetapan janoka waktu yvang terlalu pendek, kredit macet dan masalab banyvaknya
biava-baya vang harus dikeluarkan oleh debitur unmuk mendapatkan lasilitas
kredit. Pelaksanzan cksckusi alas barang jaminan hak tanggungan terhadap
debitur vang cidera janji adalab melalui KPRNL berdasarkan titel eksekutorial
pada sertifikat hak tangoungan untuk melakukan pelelangan barang janmnan.



BABR1

PENDAHULUAN

A. Latar BDelakang Masalah

Pembangunan ekonomi, sebagai bagian dari pembangunan nasional,
merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan kesejabteraan rakyat vang adil
dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 Hakekat
pembangunan nasional  adalah  pembangunan manusia  seutuhnya  dan
pemibanpunan selurah masyamakal Indonesia, Hal ini tidak terlepas dar
kchendak Megara untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan
suatu keadilan sosial bagt scluruh rakyat Indonesin dengan melaksanakan
suatu pembangunan.

Dalam usaha mencapal tujuan pembangunan nasional tersebul maka
pemerintah mengadakan pembangunan disegala bidang, terutama dibidang
ckonoemi, kareny pembangunan dibidang perekonomian merupakan titik berat
dari pembangunan nasional puna untuk meningkatkan taral hidup dan
mewujudkan masyarakat yang adil dan mokmur dapat terlaksana jika ada
peningkatan kemampuan ckonomi masyarakat,

Dengan semakin meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat, tidak
akan terlepas dari kebutuban akan modal, Modal merupakan fakior penenty

dalam soatu dunia usaba. Dalam pemberian kredit, sudab menjadi fongsi

U Penjelasan Umum Undang-undang Hak Tanpgungas



utama bank”, maka bank sehagal pembert kredit sebelum kredit disetujui dan
dicairkan meakn sebapal kredilur aksn membuat sustu perjanjian dengan
sipeminjam (debitor),

Bank sebagai pemberi kredit sebelum membuoat perjanjian, terlebih
dahulu pihak bank harus menehtn dan berkeyakinan bahwa kredit yoang
diberikan akan kembali pada saat yang telah ditenivkan sesuai denpgan
perjanjian. Agar bank tidak menderita kerugian, maka disamping perjanjian
kredil, bank juga akan membual perjanjian lain yvang dinamakan perjanjian
pengikalan jaminan.

Perjanjian pengikatan jaminan dibuat bertujuan agar bank Gdak akan
begitey saja membenkan kredil tanpa adanya jaminan dan debitur. Dan
Jaminan itu dapal berups burang bergerak, barang tidak bergerak sera jaminan
DEE.

Seliap kredit yang diberikan barus dijamin dengan barang sebapm
agunam, Perjanpan pengikalan barang jaminan dengan barang sebagai agunan
ie disehul dengan perjanjian tambahan, Perjanjian ini disebut perjangian
tambahan karena dibuatnya terganmtung pada wlanya penanjian pokok.
Perjanjian pokok disim adalab peganpian kredit dan perjanjian tambahan
adalah perjanjion pengikatan jaminan. Bila tidak ada peganjian pokok maka
tidak ada perjanjian tambahan.

Hak Tanggungan menurut Pasal 1 angka | UU Noo 4 Tahun 1996

Tentang hak Tanggungan yang berbunyi ¢

* Hasanuddin Rahmin, Aspek-gspek Hukim Pemberian Keedit Perbianban df indomesio, Citr
Adiya Bukti, Bundung, 1993, Hal, 105,
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Hak Tangpungan merupakan Mlak Tanppunpan atas tanah beserta benda
benda yang berkaitan dengan  tanah, wvang  selanjutnva  disebut  Tlak
Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebunkan pads hok atas tanah
sebagal mana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Taloen 19660
lentang  peraturan dasar Pokok-pokok  Apraria, berikul atan Gdak berikut
Fendo-benda lain yang meropakan satu kesatuan dengan anab o, untok
pelunasan utang tertentu, vang merupakan kedudukan vanp dictamakan
kepada Kreditur tertentu terhadap Kreditur-kreditur lain™

Tanah dengan hak milik, hak guns usaha dan hak guna banpunan yang
merupakan objek darn hak tanggungan dapal dijadikan jaminan  dalam
perjanjian kredit, Bank dalam memberikan kredit kepada krediturnya lebih
mengulamakan tanah (hak tsngpunpan) schagai pengikatan jaminan dar:
rerjanjian kredit lersehut, karena langh tersebut lehibh mempunyar nilai jual
Jdan pugss flap tahun nilai jualoya terus meningkat,

Debitur yang enlers  janj, pemegang hak  Tanppungan  pertama
mempunyal hak untuk memueal objek hak tangoungan stas kekuasaan sendir
melalui pelelangan wnam serta mengambil pelunasan piutanenyva darl hasil
penjualan tersehut.

Pemberan hak tangpunpgan didahubul dengan jargi untuk memberikan
hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan wlang tertentu, vang dituangkan
dalam perjanjlan vang merupakan bagian ek terpisshkan dari perjanjian
utang-piutang vang bersangkutan atau perjanjian lainnya vang menimbulkan
ubang lersebul, Pembenan bak tanggungan dilakukan dengon pembuatan Akita
Femberian Hak Tanggungan (APHT) oleh PPAT sesual denpan peraturan
perundang-undangan  yang  berlaku,  Surml Kuwasa  Membebankan  Hak
Tangpungan (SEMHUTY wajil dibwst dengan akta notaris atau akia PPAT dan

memenuhi persyaratan yaitu tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan



hukum lain dar pada membebankan hak tanpgungan, tidak memuoal kiasa
substitusi, mencantumkan secara jelas objek hak @moppuapan, umlah wtang
dan nama serta identitas kredituenya, nama dam adentilas debitor apahila
debitur bukan pembert hak tanggungan. Ruasa untuk membebankan hak
tanggungan tidak dapat ditarik kembali atawe tidak dapat berakhir oleh sebab
apapun juga kKecuali karepa kuvasa tersebut telah dilaksanakan alau karena
ielah habis jangka waklunva, Sural Kussa Membebankan Hak Tangpongan
mengenai hak atas tanah yang sudah terdafiar waib diikuti dengan pembuatan
Akta Pemberian Hak Tangoungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah
diberikan. Surat Kuasa Membebonkan Hak Tanggungan mengenar hak atas
tanah vang belum terdaftar wapib diikati dengan pembuatan Akla Pemberian
Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudal diberikan. Surat
Kuasa Membebankan Hak langpungan diberikan untuk jaminan kredit
terientu yang diletapkan dalom perundang-undangan vang berlaku, Surm
Kuasa Membebankan Tak Tanggungan yanp tidak ditkuli denpan Akta
Pemberian Hak Tanggungan dalam wakiu yang ditentukan, akan. batal demi
hukum. Penpikatan jaminan tanah im dapat dibust dengan cara vaitu melalm
APHT {Akta Pembebanan [lak Tangpunpan),

Tanah sebapm jaminan vang diberikan olch debitur kepada bank
{kreditur) tersebut, haruslah tanah vang benar-benar dimiliki oleh dehitur
sendin dan juga tanah terscbut harus memilike surat-surat atau akia-akia yang
otentik schingga jika dehitur tidak mampo mengembalikan pinjaman kepada

bank. maka bank dapal dengan mudah menagih dengan cara melelang tanah



tersebuat melaly Kantor Pelayanan Kekayaan Negar dan Lelang (KPPRMNL)
Paclang. Memang hal yang tidak dapat diabaikan dalam perjanjian kredit
aedalah perlindungan hukum bagl kreditur manalaka debiur cidera jJunji,
apalage kalaw debitur sampail mengalami kemacelan dalam pembayarannya,
Pemantaatan  lembapa  jaminan  demikian merupakan  carn percepalan
pelunasan piutang agar dapa yang telah dikeluarkan itu dapat segera kembali
J.;-.;;-mdu kreditur (bank), dan dana tersebut dapat dipunakan dalam perputaran
ronbit perekonomian,”

Idari uralan diatas dapat dilihat beberapa aspek hukum didalamnya,
maka dalam hal ind sangat menarik wntuk diadakan peselitian sesum denpan
judul wvimg dipilih vaitu @ "PENGIKATAN JAMINAN DENGAN HAK
TANGGUNGAN DALAM PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT PADA
BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT CABANG LUTAMA
PADANGT

B. Perumusan Masalah
Herdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka akan
diberikan perumusan masalah yang berkaitan dengan judu] yang penulis
ajukan. Adapun perumusan masalahnya adalah
|, Bagaimanakah pelaksanaan perjanjion  pemberian kredit  dengan

Jaminan hak mnggungan.

(5]

Bagaimana kendala-kendala yvang dihodapi dalam pengikatan jaminan

Eredit denpan hak tangpungan.

Herowali Poesoko, Parate Execurie olyek Hak Tanggungen, LaksBang FRESSindo,
Y ogyakaria, 2007, [1l4
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PENUTUP

A. Kesimpulan
ari  wraian dan  pembabason  pada bab-bab  scbelumnya,  serta
berdasarkan hasil pepelitian yang dilakokan pada Bank Nagard BED

Sumaters Barul Cabang [hama Padang, maka akan dicoba memberikan

kesimpulan sebagai berikut -

I. Pelaksanaan perjanjian permberian kredit dengan jaminan hak tanggungan
pada Bank Nagann BPD) Sumatera Barat Cabang Utama  Padang,
dilakukan melalui tiga tahap, yailg schapai berikut

a.  lahap perjamian pemberian kredil ;

1. Tahap pengajuan dan perinohonan kredit,

[~

Tahap penilaian pemeriksaan barang jaminan,

3. Tahap apalisa keedit,

=

Tahap keputusan kredi,

Lo

Tahap pelaksanaan dan administmsi kredit,
G, Pengawasan/monitoring
b, Tahap pembuatan Akla Pemberian Hak Tangpuengan (APHT)
¢, Tahap pendaftaran Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

2. Kendala-kendala vang dibadapi dalam pengikatan jaminan keedit dengan

hak tangpungan

&1
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i mengena pengikalan jaminan dengan Sural Kuasa Membebankan Hok

langgungan (SKMHT) yang sulit diterapkan dalam penetapan jangku

waklu vang lerlalu pendek karena umuk tanah vang sudah terdafiar,

SEMHT harus diikutt dengan APHT 1 (satu) bulan setelah akta tersehul

dibuat. Dalam jangka wakiu yang sangar singkat 1w, bank mernsa

kesulitan untuk pengecckan terhadap barang jaminan hak tanggungan.

Koredil macel lersebul lerjadi bukan karena analisis bank yang tidak baik,

tetapi akibat perubahan perekonomian dalam suatu dunia usaha yung

mengalami kelesuan yang menvebabkan vsaha debitur jatub, sehingsa

menjadikan debilur menunggak dalam melunasi huotangnya scehingga

pada akhirnya terjadi kredit macer,

Banyaknya biava-biaya yang harus dikelvarkan oleh debiture berupa

Biaya admimstras, biaya provisi, biava asuransi seria biaya notaris.

Pelaksanaan cksekusi atas burang jaminan bak tanppunpan terhadap

debitur yang cidera janp melaloi KPENL ada beberapa tahap vait

sehagal bertkut :

a. Pibak bank menyerahkan berkas-berkas kredit macet ke KPPENL.

b KPENL menerbitkan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Nepara
(SPAN,

c. KPRENL menerbitkan Pernyatzan Bersama kepada debitur, untuk
melaksanakan pembayaran angsuran vtang kredit,

d. BKPKML menerbitkan Sural Paksa terhadap debitur vang tdak

melaksanakan kewajibannya dalam Pemyataan Bersama,
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